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RUU KUHP Berpeluang
Dibahas dari Nol

Jokowi dikritik karena tidak menarik Menteri Hukum dari pembahasan.
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JAKARTA — Keputusan Pre-
siden Joko Widodo merfun-
da pembahasan Rancangan
Undang-Undang  Kitab
Undang-Undang Hukum
Pidana (RUU KUHP) me-
munculkan  pertanyaan
mengenai nasib aturan ini
ke depan. Menurut pakar
hukum tata negara Refly
Harun, penundaan pemba-
hasan ini berpotensi mem-
buat revisi undang-undang
warisan Belanda tersebut
berjalan dari awal. “Sean-
dainya tidak mendapat
persetujuan presiden, akan
starting from zero karena
belum ada sistem carry
over,”kata dia, kemarin.

Meski demikian, menu-
rut pengajar di Universitas
Tarumanagara ini, pem-
bahasan RUU KUHP oleh
Dewan Perwakilan Rakyat
periode 2019-2024 tidak
akan menghabiskan waktu
lama. Alasannya, ia men-
gungkapkan, meski secara
formal memulainya dari
awal, secara material ang-
gota DPR periode menda-
tang sudah memiliki ran-
cangan RUU KUHP seba-
gai modal awal.

Ahli hukum dari Sekolah
Tinggi Hukum Jentera,
Bivitri Susanti, mengata-
kan DPR saat ini sedang
membahas revisi Undang-
Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-un-
dangan. Dalam revisi terse-
but diatur mengenai carry
over atau pengambilalihan
RUU yang belum selesai
dibahas pada periode sebe-
lumnya oleh DPR baru.

Namun, dia mengimbuh-
kan, pengambilalihan pem-
bahasan tidak  otomatis
menjadikan sebuah RUU
tinggal dibahas di tingkat
paripurna oleh DPR baru
untuk disahkan. “Apakah
nanti (RUU KUHP) akan
dibahas dari awal lagi
(oleh DPR baru) atau lan-
jut dibahas di paripurna
(untuk disahkan), itu kepu-
tusan DPR,” kata dia.

Di tengah aksi penolak-
an sejumlah pegiat hak
asasi manusia dan maha-
siswa dari berbagai pergu-
ruan tinggi, Presiden Joko
Widodo memutuskan me-
nunda pembahasan RUU
KUHP dan meminta pe-

Presiden Joko Widodo

DPR

Hukum Pidana di Istana Bogor, Jakarta, kemarin.

ngesahan tidak dilakukan
oleh anggota DPR periode
2014-2019. Ia mengaku
mengambil keputusan ter-
sebut setelah mendapat
masukan dari berbagai
kalangan.

“Saya melihat materi
yang ada, substansi yang
ada kurang-lebih 14 pasal
(yang ditolak masyarakat).
Kami akan komunikasikan
baik dengan DPR maupun
masyarakat yang tidak se-
tuju,” kata Jokowi di Istana
Kepresidenan Bogor, ke-
marin. Ia pun memerintah-
kan - Kementerian Hukum
dan HAM kembali menja-
ring masukan masyarakat
untuk menyempurnakan
RUU KUHP,

Bivitri mengatakan, se-
cara teoretis, penundaan
pengesahan RUU KUHP
bisa dilakukan berdasar-
kan kesepakatan bersama
antara pemerintah dan
DPR. Dia berujar, apabi-
la Presiden tak menyetujui
pengesahan, RUU KUHP
tidak akan berlaku. Ia
menilai Jokowi perlu ber-
koordinasi dengan partai
politik pendukungnya apa-
bila ingin menunda penge-
sahan RUU KUHP,

Direktur Pusat = Studi
Konstitusi Universitas An-

dalas, Feri Amsari, meng-
kritik pernyataan Jokowi
yang tidak tegas: apakah
sekadar menunda atau
menghentikan pembahas-
an RUU KUHP. Dia menu-
ding, Jokowi hanya ingin
meredakan ketegangan
publik. “Bisa saja DPR dan
pemerintah mencari waktu
untuk mengesahkan, kare-
na penentuan di rapat
Badan Musyawarah  akan
tetap berlangsung,” tutur-
nya.

Feri berpendapat, Presi-
den seharusnya menyata-
kan sikap untuk tidak
menyetujui. RUU KUHP
sekaligus menarik Menteri
Hukum dan HAM Yasonna
Laoly dari pembahasan
bersama DPR.

Menteri Hukum Yasonna
Hamonangan Laoly meng-
akui masih ada kekurang-
an dalam sosialisasi sehing-
ga membuat sejumlah ka-
langan salah memahami
konteks perubahan dalam
sejumlah pasal dalam RUU
KUHP. Padahal, menurut
dia, pembahasan RUU
KUHP bersama DPR di-
lakukan secara terbuka
dan melibatkan lembaga
lain, seperti Komisi Nasio-
nal HAM dan Komisi Pem-
berantasan Korupsi. “Ke-
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Rancangan Kitab Undang-Undang

salahan kami adalah tidak
sosialisasi. Padahal, setiap
ada perdebatan, pakar
kami undang,” ujarnya.
Ketua DPR Bambang
Soesatyo mengatakan
lembaganya bakal mem-
pertimbangkan perminta-
an Presiden Joko Widodo
untuk menunda pengesah-
an RUU KUHP Ia meng-
ungkapkan, DPR masih
harus mengkaji lagi pasal-
pasal yang menuai pro dan
kontra. “Kami belum bisa
bicara soal menunda atau
membatalkan pengesahan
saat ini, karena harus mem-
bawa permintaan Presiden
ke rapat internal,” ujar po-
litikus Partai Golkar itu.
Sedangkan Wakil Ketua
DPR Fahri Hamzah menu-
turkan, keputusan Jokowi
menunda pengesahan RUU
KUHP sudah terlambat.
Agenda pengesahan, kata
dia, sudah dijadwalkan
pada 24 September. Fahri
pun mengajak Jokowi un-
tuk berkonsultasi dengan
pemimpin DPR hari ini.
“Presiden perlu mendengar
langsung dari yang sudah
40 tahun membahas RUU
KUHP tapi enggak selesai-
selesai,” kata dia.
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